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BUPATI MINAHASA SELATAN:·: · . 
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PROVINS! SULAWESI UT ARA.!: : . 
.  I  I  

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
NOM_OR ,, TAHUN 2018 

I  
I  .  

.  .  .  .  .  .  .  !  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDAS.ARAAN HAK ASAL USUL 

. DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA pESA 
DI KABUPATEN MINAHASA S�LAT�N . 

I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA\ ESA ·. 

TENT ANG 

Menimbang 
I • 

. . . �UP A. 1'1: MlN.AHASA SELAT AN, i  .  ·. . . 
bahwa untuk melaksanakan ketentuaJ Pasal ·. 37

1 
Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tjhun ,�:0,_14 tentang 
Pelaks�naan Undang�Undang No�or 6 Ta1un 2�_.14 ""?" Desa 
sebagaimana teiah diubah _dengan Peraturan Pernenntah N�9� 
47 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nornor 6 Tahun 2014  tentang Dlsa, perlu menet�pkan 
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenan an Desa Berdasarkan 
Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Minahasa Selatan; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 1 0  Ta un 2003 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa] Selatan dan Kota 

. I .. Tomohon . di Provinsi . Sulawesi Uta
1

a. (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun ·2003: N mor 30, Tambahan 
• ' ' I . . Lembaran Negara Republik Indonesia 1or.nor 4273 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 12  Ta�un 20 1  �  tentang 'Pern bentukan · Peraturan Perundang�ndangari (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 2 0 1 1 ,  Nomor 82 ,  

:  I  

Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 
5234) ;  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 -  tentang Desa (Lembaran Negara .Republik Indonesia fahun 2_�14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 
5495); 

.  .  .  .  

: .  4. lndang-Undang . 



I 

2 
I 4 . .  Unda�g�Undang Nomor · 23 : :  Tarun . 20��  tent�g 

Pe�ermta0-an. Daerah (�mbara1:1 �egra R�pu blik Indonesia 
Tahun · 20 14  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

I . · Republik Indonesia Nomor 5587) 1  :  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dergan U�1�ng-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015  tentang_ P

1
rubahan ;·�edua atas 

Und�g-Undang Nomor 23 Tarun 2:�1� tent�g 
Pem.ermtahan Daerah (Lembaran Negfra Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambah:r w�b�r'*1 Negara Republik Indonesia Nomor 5679); :_. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 fahun �-�14 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun .�"014 tentang 

. I . _ I  Desa (Lembaran Negara Republik r

1
donesia Tahun 2014 

Nomor 12_3, Tambahan Lembaran Negfa Republik Indonesia Nomor 5539), ·  sebagaimana telah diurah dengan · Peraturan Pemerin:tah Nomor 47 Tahun 20 15  t
1
ntang Perub_ahan atas Peraturan Pemerintah Nomor . 43 ·. fahun 20 1t  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

. I . 2014  tentang Desa (Lembaran··Neg,a Repuh�ik, Indonesia 
Tahun 2 0 1 4  Nomor 157 ,  Tarnbahan Lemb'aran Negara Republik Indonesia Nomor 5717( 

6 .  Peraturan: Menteri Dalam Negeri Noror · 1 1 1  Tahun 2014 
ten.tang Pedoman Teknis Peraturan t Desa; . (�et.ita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomo 2091 ) · ; ·:;" · .  

.  .  .  .  .  .  7 . Peraturan _Men_teri Dalam Negeri Ncy::n.or -�9- Tahun �O��  tentang Pedoman Produk Hukum 9aei·ah (Berita Negara 
· Republik Indonesia Tahun 2015  Nomo 2036 ) ;  ·  8 .  Peraturan Menteri Dalam Ne�eri Rep\blik Indone�ia Nomor 

44 Tahun 20H;i __ "Tentang Kewenangl Desa (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomol 1037 '. : .  .  

9.  Peraturan Daera� Kabupaten �inahfsa Sela� Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Berita Daer h Tahun 2016 Nomor 
• r ' 

.3). 

Memutuskan . 

: · . .  

:  ,' .. 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL US{JL 01\N: fEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA DESA DI KABUPATEN MINAH SA SELATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMU 

Pasal 1 

Perangkft daerah 
. I 

. .  Kecamatan. 

. . . . Dalam Peraturan Bupati ini y_ang dimaksjd dengan: · 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Minaha�a Sjlatan: . :  
2. Pemerintah Daerah adalah """ Mijahasa Sel�tan s�bag� 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang .mermmpm 
pelaksanaan urusan pemerintahlan ya�g. menjadi 
kewenangan Dae rah otonom. · l ; · 

3.  Bupati adalah Bupati Minahasa Selataf' 
4. Camat adalah pimpinan Satuan Ke ja 

I 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat ukum yang memiliki 
. . .  batas wilayah yang berwenang · untuk mengatur dan 

I .! , mengurus urusan pemerintahan, ke
1

entingan. .rnasyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyrrakat( hak asal usul, d�/atau -ha� tradisional yang diakuil dan dihor�ati dalam sistern Pemenntahan Kabupaten Minjasa Sel�tan. 6 .  Pem�r�ntah. Desa- adalah Hukum ? a atau yanF disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengg;a Pemerintahan Desa.  .  !  ·  :  ·  7. Kewenangan Desa Berdasarkan . .  H a k  fsal Us�J ,adalah hak yang merupakan_ warisan yang :.masi1 hidup .dan prakarsa Desa · atau · -prakarsa : masyarakat res8: sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat: · 8 . Kewenangan Desa adalah._ kewena�g8jn yan·g·.;:�imiliki Desa meliputi . kewenangan berdasarka'n hak · asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang 

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemeri1rah Daerah Provinsi, "" Pe�er�tah Daerah K�bupat�n/1ota "" kewenangan lain yang d1tuga,skan· oleh Pemermtj1, Pemermtah Daerah 
Provinsi, atau ··Pemerintah Daerah Kjbupa�en�Kota sesuai dengan ketentuanj peraturan perundanr-undang�. 

9. Kewenangan . 



I 

9. Kewenangan Lokal :erskala Desa ad ah keweriaJrJ untuk mengatur dan mengurus kepentingan asyarakat ;Djsa Jan� telah · dijalankan . oleh Desa atau mampu dan efektif · . .  dijalankan oleh Desa a.tau . yafg muncul karena per�em:t>ang�� De�a dan prakasa mas
1

arakat Des?,. . 10 .  Badan Usaha Milik Desa, selanjutnyr. disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau · sebagian besar 
. . . . . modalnya dimiliki oleh Desa melal i penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

: � . . .  guna mengelola aset, jasa = dan usaha lainnya , untuk sebesar-besarnya kesejahte�.�,m masyarakat n"esa.· . .  .  1 . 1 .  .Musyawarah Desa. atau yang d1seblt dengan nama lain · adalah musyawarah antara Badan P rmusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang disel�nggarakan oleh Badan Permusyawaratan_' Desa lntuk menyepakati hal .yang bersifat strategis. · :· . · · · .  .  12 .  Per�turan Desa adalah .Pe.raturan pen�ndan�-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah tbahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desr · .  
13 .  Pemberdayaan Masyarakat · Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan. kes�jah teraai,/masyarakat dengan meningkatkan pengetahuanl sikap; ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta · memanfaatkan sumber daya melalui ·penetapan kebijakan, · , program, 

. . I kegiatan, dan pendampingan ya�g : resu� de�gan esensi masalah dan prioritas kebutuhan mas arakat Desa . . . 14 .  Togas Pembantuan adalah penugas�n dari Pemerintah Pusat 
I kepada daerah otonom untu� m

1
1aksanaka:n sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi keweriangan Pemerintah 

. . . I Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 
I . Kabupaten/Kot�. untuk melaksana�an sebagi� Urusan · P�mer.intahan yang menjadi k�w�na:ngjn Daer�h Pifovin�i. 

. 1 5 .  .Penugasan · adalah pembenan . . .  tu,as �an . Pemenntah 
Pemerintah Daerah Provinsi, · dan j Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa da:lam ·lelaksanak� sebagian 
pelaksanaan .ur�san pemerintahan konkuren.: pemerintahan 
umum ser·� d�la�· pel�s.anaa� tugas pernbantuan. 

· · :; . .  BAJ? II . 

. . . . 
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·BAB II RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

; 

. -: 
. .  

L  

I  

Ruang lingkup peraturan ini adalah kew�nf gan desa yaitu: 1 .  Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asa Usul; 
.  .  .  

2.  Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Be skala Desa; dan 3 .  ·  Mekanisme Penyelenggaraan Kewenanga Desa. 
BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKA HAK ASAL USUL 
Pasal 3 

Kriteria ·.Ke�enar:igan Desa Berdasarkan ak Asal Usul, antara lain: - · .  a. merupakan warisan sepanjang masih idup; 
. . . b. sesuai perkembangan masyarakat; c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Repub 'k Indonesia. 

.  . . . .  :  

:  �  ··., � 

Pasal4 
( 1 )  Kewenangan Desa berdasarkan hak sal usu1 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 antara lain: a. Sistem organisasi perangkat Desa; b. Pembinaan kelem bagaan .masyarak1t; . ·. c .  Pengelolaan tanah kas desa; : : · . · 
. . d. Pengelolaan tanah Desa atau ta�a, hak rnilik Desa yang menggunakan sebutan setempat; · 

. . . I ·. e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
(2) Kewenangan berdasarkan hak asal +ul setel�: dilakukan identifikasi dan inventarisasi, an tar.a lain: · ; . '. a . .  Memfasilitasi penyelesaian sengk ta antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata; 

b. :  Pembinaan ketenterarnan masyarakat; · · I · 
c. P�ncatatan dan inventarisasi · k�pell ilik�;, ��: atas tanah 

di desa; ·. .; d. Penetapan dan pengamanan batas �emilikan ·: \ .  tanah masyarakat sesuai dengan register di desa; e. Pengelolaan hutan desa; 
f. Pengernbangan lembaga-lembaga kelangan desa; 

g. Pendayagunaan tanah desa untuk eperluan masyarakat desa;· · . i  
h. Peninzkatan . 
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h. Peningkatan 'upaya mapal us desa; 
.  .  .  .  

.  .  .  

1. .  ·  Pengamanan kekayaan dan asset d sa; dan j .  Pengelolaan Lahan peku buran. 
BAB I V ·  .  

KEWENANGAN LOKAL B°kRSI LA DESA · 1  

. ·  .  .  .  • , .  .  . .  Pasa15 
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 
' . . . . . . . .  dalam Pasal 2 :�yat 1 ,  meliputi: a. sesuai dengan kepen tingan masyaraka' ; b. telah dijalankan oleh Desa; mampu: dan efektif dijalank�n oleh De1a; d. muncul kare�� : perkembangan Iesa dan prakarsa masyarakat Desa; dan . e. program atau kegiatan sektor yang tel h diserahkan ke Desa. 

Pasal6 
( 1 ) .  Kewenangan Desa berdasarkan kewe

1
angan lokal berskala 

. Desa sebagaimana ketentuan yang erlaku, paling sedikit 
. . memuat: 

·  a, pengelolaan tambatan perahu; 
· · b. pengelolaan pasar Desa; 

c. 

c. pengelolaan tempat pemandian um 
. l d. pengelolaan jaringan irigasi; e . pengelolaan lingkungan permukima masyarakat Desa; 

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan ·pengelolaan pos pelayanan terpadu; 
s. pengembangan dan pembinaan sanfgar seni �an belajar; 
.h. pengelolaan perpustakaan Desa da taman bacaan; 
1. pengelolaan embung Desa; . 
J .  pengelolaari air min um _ berskala De

1
a; dan k. pembuatan jalan Desa antar pe mukiman ke wilayah pertanian . .  

(2) Berdasarkan identifikasi dan inventari asi kewenangan skala 
' lokal desa yang dilakukan seperti: · · . ;.- · a. Pembangunan jalan desa; 

' 
b. Pendayagunaan diperdagangkan rumah rakyat; 

bah an untuk 1
alian : : y�g tidak pem an gun an · f esa. dan 

. I 

• ,  

f�·- Usaha . 
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sis tern · pengamanan 
':· 

U saha ekonomi masyarakat; 
Penegakan h ukum · dan 
lingkungan (linmas); 

,' 

Pengembangan pusat perek
1

nomian � desa, seperti 
pasar desa, perkoperasian, BUM Desa dan lembaga 

d.  

e. 

. c .  

f. 

g. 

h . .  

1. 

J .  

keuangan lainnya; 
Melakukan penghijauan desa; 
M.engupayakan peningl�at� pfndidikan nonformal; 
Pengembangan industr� ruma1 tangga; · :  I  

Kerjasama pemasaran prod'.1ky pertan�ru:i; 
Air bersih (pengelolaan · air ersih berskala desa - 
hulu ke hilir; 

k. 

1. 

·I Liµm1;1$ (pemberdayaan linmas desa); 
. ·  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Pengelolaan sampah; 

, I  

Pelestarian Lingkungan hidup; m. 

n. 

0. 

�  .  

.  ' : i ' .  Peng�ijauan; · · 
Pengembangan dan pengelol an sarana prasarana 

. . . 

an Hukum Tua dan Duku ngan pelaksanaan s. 

olaraga; 
· p. Penyiapan dokumen dan patok batas desa; 
q. Penataan. dan perietap� juml jaga; 
r. Pengembangan system admi dan informasi 

desa; 

v. 

z. 

u. 

y. 

. Pemilihan Hukum Tua an tar wiktu; ·. 
Pelaksanaan administrasi dan rengelolaan keuangan 
desa; . · .  I  .  
Penyu��nan tata ruang dan pe\ social des�; 
Penda�an penduduk dan po�e

1
si. desa; 

Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 
Pembentukan lembaga desa; 
Penetapan kerjasama antar Pesa dalam Kabupaten; 
Pengelolaan sarana dan pralaraf a mili� IDe�a; 
Pengelolaan dan pengenibangan\ arsip .De�i· . 
Penetapan pos keamanan d1 pos kesiapsiagaan 

lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social 
masyarakat Desa. 

cc. Pengelolaan air minum berskala desa; 

dd. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 

aa. 

w. 

. t. 

bb . 

. x. 

ee. Pembinaan . 
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ee. 
ff. gg. 
hh. 

.  . .  .  .  .  l-  1  
Pernbinaan dan pengaWa.'41 upaya · ke��hatan tradisional serta perilaku hidupi bersih ��n set,t; Pengelolaan pendidikan anak uea dini; ' Fasilitasi dan inotivasi terhadlp kelomp.ok-kelompok belajar di desa; . · :- · 

I ; • '  Pembangunan dan peng lolaan -Iingkungan 

I 11. 
n  

kk. 

11. mm. 

pemukiman masyarakat desa; Pemba�gunan d� pemeliha�-ian jalan drsa antar 
pemukiman ke wilayah p�rtan1,n; . :  Pengadaan jaminan kesehat� rasyarak�t miskin; Pengelolaan energy baru dan te barukan; :: . 

. . Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; Pengelolaan makam Desa; · nn. 
00. 

Pernbangunan dan pemelihTaan informasi dan komunikasi; 
Pembangunan · dan pemeliharaan gapuran idan tugu 
desa; pp. 

rr. 

uu .  
tt. 

WW. 

qq. 

vv. 

SS. 

Pembangunan dan pemeliharaar rum� l��ak huni; Pembangunan dan pemeli�
1

aan ·. �am�·n bela�ar keagamaan, Balai pelatih n Zkegiatan: belajar 

. masyarakat;: . . . . . . 

untuk budidaya penkanan, pe ernak�, '. perkebunan 
' • ' I • dan pertanian; . . • 1 ' 

. . . . . Pengelolaan tempat pelelangan ikan mflik desa; Pendayagunaan . dan pengelbangan. usaha dan keunagan mikro berbasi desa; Pe�etap� : kornoditas ungg
1

lan pertanian . dan perikanan desa _dan kawasan plrdesa�; . Pengelolaa,n Bum Desa dan Bui Desa �ersama; 
Pengembangan wisata desa d · luar r_encana induk pengembangan pariwisata Kab 

xx. Percetakan lahan pertanian; 
yy. Pengembangan teknologi tepat una pengelolaan hasil pertanian dan perikanan; zz. Pengelolaan sampah berskal desa dan kawasan 

.perdesaan; 
. .  .  aaa. Pengembangan dan pengelolaa ruang terbuka hijau; 

I 
. . . .  

.  ' .  bbb. Mernbina . 
. . ' 
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bbb. Membina keamanan, ketertiban dan Jcetenteraman 
: · . .  

:  .' .. wilayah dan masyarakat desa; ccc. Sosialisasi peraturab dan program pemerintah; ' enyuluhan program- 
ddd. 
fff. 

ggg. 

hhh. 

111. 

Membina kerukunan warga m
1

syarakat �esa; Fasilitasi pei:nbinaan pernuda 1an olah r�ga desa; Pembinaan kesenian dan socia budaya desa; 
. .  .  Pembentu.kan dan . p.em.· b.i.na[n keru.kunan umat beragama; Pelaksanaan musbaqah tilawa ·� qur'an; Pernbinaan keagamaan; 

.lll- Pembinaan Badan Kontak Maj lis Taqlim Desa; 
!· kkk. Pembinaan Badan Kerjasa Sama Antar Umat Beragama Desa; 

Pembinaan Badan .Kerjasama rtar .G6lm1
1

an ?ereja Desa; : . . . 
. .  ; mmm. Penangggulangan Bencana .di jesa; ·.· . nnn. Pembinaan industry rumah talgga; . �: ooo. Pembinaan Kelompok perempul; .: . ppp. Pembinaan produk unggulan desa dan produk 

111. 

qqq. 
rrr. 

SSS. 

unggulan kawasan perdesaan; Memelihara perdamaian, ma angam · konflik dan melakukan mediasi di Desa; ·. Pengembangan seni budaya locrl; Pendidikan, pelatihan dan pelyuluha; �agi Hukum Tua, Perangkat Desa dan Ba an Permusyawaratan Desa; 
, ,  ttt. . . Pendidikan, . .  pelatihan, dan pe uluhan bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga jdat; · . .  ·  . · ·  ·  1  .  Pemberian santunan social k pada keluarga fakisr 

· miskin, anak berprestasi, yatim piatu .'d�� ·disabilitas; 
' I Periguatan kapasitas bagi masyit�kat .desa; dan : : . Pengorganisasian melalui fembent�kan kader 

pembangunan dan pemberdaya masyarakat. 

BAB V . 

vvv. 

WWW. 

uuu. 
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.  B A B . V  
MEKANISME PENYELENGGARAN �EWiENANGAN DI DESA 

Pasal 7 
( 1 ) .  Pernerintah Daerah �ab�paten f1elf�kan sosialisasi dan 

penyuluhan tentang rincian kewehan an hak asal-usul dan 
skala lokal Desa kepada Desa. · 

( 2 )  Berdasarkan hasil sosialisasi dan. p e
1

y u l u h an ;  s�bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah fesa me.n��jukan usul 
tentang penetapan kewenangan-ke enangan .yang akan 

' . dilaksanakan. 
Pasal 8 I 

. I 

( 1 )  Sebagai pelaksanaan k e t e n t u an . p a s a l  7  ayat ( 2 ( P e m e ri n tah  
Desa menyiapkan rancangan , ,Perrturan I?1�a tentang 
kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak 

. I 

asal u s u k  dan skala lokal De s a. 
·  (2) Rancangan Peraturan De s a  sebagaim na dimaksud ayat ( 1 )  

dibahas 'bersama dengan BPD untuk mendapatkan 
kesepakatan. 

(3). Peraturan Desa ' · sebagaimana dim sud ayat t20 wajib 
diklarifikasi oleh Bupati. 

Pasal 9 . 
. Bupati menugaskan Camat urituk melakukan' evaluasi 

. implementasi .·Per��ur� D���-· 

Pasal 10 
•  ' : 1 · .  

( 1 )  Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventariaasi, serta 
sosialisasi . keweriangan Desa me·1 jadi . :  beban APBr>° 
Kabupaten. 

(2) Pembiayaan penyusunan . Petaturjn Desa ten tang 
Kewenangan Desa · berdasarkan Hjk Asal Usul  · dan 

. ·  ·. 

Kewenangan Lokal Berskala Desa d 'be bankan pad a APB 
Des a. 

Pasal 1 1  

Desa dapat melaksanakan :pungutan dalj rangka peningkatan 
pendapatan asli desa sesuai dengal . kewenangan desa 
?erdasa�kan pera��ran perundang-undangan. 

BAB VI . 
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1 1  

BAB VI KETENTUAN PENUTU ·Pasal 1 2 .  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berll�u, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017  tentang Daftar r:ewenan9an Desa di Kabupaten Minahasa Sela.tan dicab�t an dinyatakan tidak berlaku. · Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada .t'-f ggal. di ':n��gkan. Agar setiap orang . mengetahum�a, me�enntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 'dergan pe���patannya .dalam Berita Daerah ""?" Minahasa rlatan., . •  

Ditetapkan ?,i Amurang 

pada tan�ll ( · f-1� fb,t- 2 0 1 8  
BUPATI MI AHASA SEtATAN, 

Diundangkan di Amurang 
pada tanggal . � .  �  ��tvS" 2 0 1 8  

SEKRETARIS D ERAH KABUPATEN MINAH · SELATAN, 
. . . .  

. :  · : , ·  
.  '  
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